PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERITAH 
No. 224 TAHUN 1961

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN 
PEMBERlAN GANTl KERUGIAN

(Telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1964)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanann Landreform perlu diadakan peraturan tentang pernbagian tanah serta soal-soal yang bersangkutan dengan itu:

Memperhatikan : hasil-hasil kesimpulan Seminar Landreform di Pusat dan di daerah- daerah ;
Mengingat : a. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
b. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 tahun 1969) L.N. tahun 1960 No. 104);
c. Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174);
d. Undang-Undang No. I tahun I958 (L.N. 1958 Nu.2); 
e. Undang-Undang No. 79 taltun 1958 (L.N.tahun 1958 No. 139);
f. Undang-Undang No. lo Prp tahun 1960 (L.N. tahun l960 No. 31 );

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja dalam sidangnya tanggal 12 September 1961.


Memutuskan :

menetapkan : Peraturan Permerintah tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.


Bab l

TANAH-TANAH YANG AKAN DIBAGIKAN

Pasal 1
1. Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pernturan ini ialah: .

a. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun l960 dan tanah.tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar-ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut;
b. tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;
c. tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria;
d. tanah-tanah Iain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.


Pasal 2
1. Pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termaksud dalam Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengajukan usul kepada Meteri Agraria mengenai brgian atau bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan tetap menjadi miliknya. 

2. Dengan memperhatikan usul tersebut di atas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik, (selanjutnya disebut:tanah hak pemilik) dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah. untuk selanjutnya dibagi-bagikan menurut kctentuan dalam pasal 8. 

3. Menteri Agraria dapat menyerahkan wewenang tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat ll. 

4. Penguasaan tanah-tanah yaug dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini dimulai pada tanggal 24 Scptember 1961. 


pasal 3*)
1. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat Ietak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak. tanah ia atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. 

2. Kewajiban tersebut pada ayat I pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kccamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah tingkat ll. 

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat') dengan peraturan pemerintah no. 4I tahun 1965 ditambah dengan pasal 3a, 3b, dan (II. 9). 

kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecantatan itu. 

4. Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. 

Bagi pegawai-pegawai negeri dan penjabat·penjabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang di tentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960.*) 

5. Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini. 

6. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksudkan dalam ayat 5 pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini.


Pasal 4

1. Tanah Swapraja dan bekas swapraja yang dengan ketentuan diklum IV huruf A undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. 

2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannya oleh Menteri Agraria. 

3. Tanah yang diperuntukkan bagi mereka yang langsung dirugikan, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Mcnteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 


Pasal 5

Pembagian tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. dengan Peraturan Pemerintah No. 4/1977 dinyatakan berlaku bagi para pensiunan pegawai negeri (II. 11 dan H. 12).


Bab II 
PEMBERIAN GANTI-KERUGIAN KEPADA BEKAS PEMILIK

Pasal 6


1. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan gantikerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera di bawah ini:
a. untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil-bersih Setahun;
b. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil-bersih setahun; ' 
c. untuk yang selebihnya tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih setahun dengan ketentuan bahwa jika 

harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi daripada harga-umum, maka Harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut;

2. Yang dimaksudkan dengan "hasil-bersih" adalah seperdua hasil-kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil kotor bagi tanahnan palawija. 

3. Jika bekas pemilik tanah tidak mcnyetujui besarnya ganti-kerugian sebagai yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat minta banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti-kerugian tersebut. 

4. Keputusan Panitia Uaerah Tingkat 1 tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan terntaktub dalam ayat I pasal ini. Keputusan Panitia tcrs~but mengikat. 


Pasal 7

1. Ganti-kerugian tersebut pada pasal 6 diberikan sejumlah 10 % dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisanya berupa surat hutang-landreform. 

2. Uang simpanan tersebut dapat mulai diambil oleh yang berhak sewaktu· waktu sejak satu tahun setelah tanah yang bersangkutan dibagikan kepada rakyat menurut pasal 8. 

3. Surat-surat Hutang Landreform, dalam jumlah nilai yang sesuai, memberi kesempatan bagi pemegangnya atau pemegang-pemegangnya secara bersama-sama, untuk ditukarkan dengan barang-barang modal dari Pemerintah, guna pembangunan usaha industri sesuai dengan rcncana pembangunan industri. 

4. Surat-hutang landreform tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi bunga 3% setahun. Selama pemilik belum dapat mengambil uangnya tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka kepadanya diberikan juga bunga 3% setahun itu. 

5. Tiap-tiap tahun, dimulai 2 tahun sesudah tahun surat hutang Iandre form dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk mcnukar surat-hutang. landreform itu sebesar sebagian dari jumlah nilai surat-Hutang Landre form tersebut, yang akan dilunasi dalam waklu 12 tahun. 

6. Jika jumlah ganti-kerugian termaksud dalam pasal 6 tidak melebihi Rp. 25.000,- maka Menteri Agraria dapat menetapkan pembayaranya dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat di atas.


BAB Ill
PEMBAGIAN TANAH DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 8. 
1. Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani yang Panitya Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut : 
a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; 
d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
e. penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik; 
f. penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; 
g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hcktar; 
h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; 
i. petani atau buruh tani lainnya. 

2. Jika di dalam tiap-tiap prioritet tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat : 
a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang; Dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1964 diubah menjadi 5% (II.9).
b. petani yang terdaftar sebagai Veteran;
c. petani janJa pejuang kemerJekaan yang gugur; d. petani yang menjadi korban kekacauan; 

maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain, yang ada di dalam golongan prioritet yang sama.

3. Yang dimaksudkan dengan "petani"; ialah orang, baik yang mempunyai maupun tiJak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. 

4. Yang dimaksudkan dengan "penggarap", adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya. 

5. Yang dimaksudkan dengan "buruh tani tetap", adalah petani, yang mengerjarkan atau mengguanakan secara terus-menerus tanah orang lain dengan mendapat upah. 

6. Yang dimaksudkan dengan "pekerja tetap", adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus-menerus.


Pasal 9


Untuk mendaapat permbagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi : 

a. Syarat-syarat umum : 

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian. 

b. Syarat-syarat khusus : 

bagi petani yang tergulung dalam prioritet a, b, e, f dan g, telah menger-jakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritet d, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergo-long dalam prioritet c, telah bekerja pada bekas pemilik:selama 3 ta-hun berturut-turut. 


Pasal 10 
1 . Di daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960 maka di dalam melaksanakan pcmbagian tanah menurut pasal 8, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut :
a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau Iebih. tidak mendapat pcmbagian. 
b. Pcnggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang Jari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar. 
c. Penggarap yang tidak memilikl tanah sendiri, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh metebihl 1 hektar.
d. Petani yang tergolong dalam prioritet b,d,e dan f pasal 8 ayat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut di atas. 
e. Petani yang tergolong dalam prioritet c,g,h dan i pasal 8 ayat 1 mendapat pembagian tanah untuk mencapai luas 0,5 hektar.

2. Di daerah-daerah yang tidak padat sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seperti tersebut pada huruf a, b, c dan d serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ayat 1 pasal ini dapat diperbesar oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan dan jumlah petani yang memerlukannya.


Pasal 11

Di dalam menetapkan bagian atau bagian-bagian tanah yang menjadi hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada pasal 8 harus diusahakan supaya tanah-tanah yang akan dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan yang ekonomis.


Pasal 12

l. Pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah·tanah yang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusalta:tn·pengusahaan Ianah yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan pembagian tanah·tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.


Pasal 13.

1. Tanah-tanah untuk penggembalaan umum bagi ternak rakyat disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannya. 

2. Tanah-tanah untuk penggembalaan bagi perusahaan ternak diberikan dengan hak guna-usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Bab IV 
PEMBERIAN HAK MILIK DAN
SYARAT-SYARATNYA

Pasal 14


1. Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitip menurut ketentuan prioritet tersebut pada pasal 8 ayat 1, maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, ,b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga Dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. 

2. Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini di beri hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritet sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuju pula kewajiban membayar sewa tersebut di atas. 

3. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat-keputusan Manteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan dalam pasal 15.
b. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktip. 
c. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.
d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17. 

4. Selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya. 

5. Kelalaian di dalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti-kerugian. 

Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II.


Bab V

PENETAPAN HARGA TANAH DARI PEMILIK BARU DAN 
CARA PEMBAYARANNYA

Pasal 15

1. Harga tanah yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 huruf a ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam surat-keputusan pemberian hak miliknya. 

2. Harga tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini tiap hektarnya adalah sama dengan rata-rata jumlah ganti-kerugian sehektar yang diberikan kepada bekas pemilik, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 6 di Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut klasifikasi tanahnya, di tambah 10% biaya administrasi.*) 

3. Harga tanah tersebut pada ayat 2 pasal ini dibayarkan kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak, miliknya diberikan. 

4. Untuk menerima pembayaran harga tanah tersebut pada ayat 2 pasal ini ditunjuk bank Koperasi Tani dan Nelayan dan di mana perlu dapat juga ditunjuk badan-badan lain. 

5. Jika pembayaran harga-tanah tersebut di atas dilakukan dengan angsuran, maka selain harga yang ditentukan menurut ayat 2 pasal ini, yang bersangkutan diharuskan membayar pula bunga sebesar 3% setahun.


Bab VI

DANA LANDREFORM

Pasal 16
1. Untuk memperlancar pembiayaan Landreform dan mempermudah pemberian fasilitet-fasititet kredit kepada para petani, oleh Menteri Agraria dibentuk Yayasan dana landreform, yang berkedudukan sebagai badan hukum yang otonomi. 

2. Sumber-sumber keuangan Dana Landreform tersebut pada ayat 1 pasal ini berasal dari: 
a. Pemerintah.
b. Pungutan 10% ongkos administrasi dari harga tanah yang harus dibayar oleh petani tersebut pada pasal I5 ayat 2.*)
c. Hasil sewa dan penjualan tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform.
d. lain-lain sumber yang syah.

*) Dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 diubah menjaJi 6% (II.9).

3. Uang Dana Landrefonn disimpan dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.


Bab VII

KOPERASI-PERTANIAN

Pasal 17
1. Di tiap-tiap desa atau daerah yang setingkat dengan itu di mana belum ada koperasi-pertaniannya dibentuk koperasi-pertanian antara buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian,terutama yang mempunyai tanah 2 hektar atau kurang. 

2. Mereka yang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan (Peraturan) ini diwajibkan menjadi anggauta koperasi-pertanian tersebut. 

3. Anggauta yang mendapat tugas tetap dalam menjalankan koperasi pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 huruf b. 

4. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.


Pasal 18

Pemberian kredit kepada para petani oleh Bank Koperasi, Tani dan Nelayan sejauh mungkin diselenggarakan melalui koperasi-koperasi pertanian tersebut pada pasal 17.


Bab VIII 
KETENTUAM PlDANA

Pasal 19 
1. Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi, pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2, dipidana dengan hukum kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyak Rp. 10-000; sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti-kerugian. 

2. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-; 

3. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.


Bab IX 
PENUTUP
Pasal 20


Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.


Pasal 2l


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Septemtber 1961 
PENJABAT PRESlDEN, REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

(J. Leima)
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 September 1941.
PENJABAT SEKRETARIS
NEGARA, 

ttd 

(A. W. Surjoadiningrat)
